
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAROS 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

NOMOR :  15 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN USER ADMIN APLIKASI DIGITAL PAYMENT  

PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN MAROS  

 

 

   

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, 
 

 

Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka Digitalisasi Pengelolaan keuangan 

negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

Implementasi Virtual Anccount dan kartu kredit 

Pemerintah yang membuka kesempatan untuk berinovasi 

membangun ekosistem digital belanja negara, yang 

melibatkan satuan kerja dan perbankan telah 

dikembangkan digital Payment Ecosystem dan Sistem 

Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas belanja negara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, untuk 

efektifnya pelaksanaan pengelolaan Aplikasi digital 

payment Esosytem dan system marketplace pada lingkup 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf 

b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang 

Penetapan User Admin Aplikasi Digital Payment (DIGIPAY) 

pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Maros; 

 

 

S A L I N A N 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/



 
 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47,   Tambahan   Lembaran   Negara    

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan   Lembaran   

Negara    Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66,  Tambahan   Lembaran   Negara    Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/



 
 

Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1736); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2149); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 

tentang penglolaan Rekening Milik satuan Kerja Lingkup 

Kementerian Negara/Lembaga (berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1841); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/



 
 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan dan 

Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital 

Payment pada Satuan Kerja.  

 
 

    MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN 

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DIGITAL PAYMENT PADA 

LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS  

 

KESATU : Menetapkan User Admin Digital Payment (DIGIPAY) pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 

2023 dengan nama sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

KETIGA : segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 tahun 2023; 

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS 

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, 

 

 

H. MUHAMMAD ANSHARI 

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat/Gol.   

Pada Sub Bagian   

: ST. AISYAH, A.Md 

: 19840404 200902 2 011 

: Penata Muda TK. I/ III.b 

: Keuangan, Umum dan Logistik 

 

 

Ditetapkan di Maros 

Pada tanggal  6 Januari 2023 
 

SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS, 

ttd 

 

ROSNA DAUD 

 

 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/


